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         SALINAN   

 
 

 
 
 

 
 

BUPATI LEBAK 

PROVINSI BANTEN  

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK 

 

NOMOR   6   TAHUN 2018 
 

TENTANG  
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LEBAK, 
 
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah 

menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 

65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 201 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Negara Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 

2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran  
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Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 

15); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 

Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Nomor 20168);    

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 

2016 Nomor 15); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lebak Tahun  2017 Nomor 9); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK  

dan 

BUPATI LEBAK 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH  TAHUN  ANGGARAN 2017. 
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Pasal 1 

(1)  Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

berupa laporan keuangan yang memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas;  

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar 

laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 

a untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut : 

a. Pendapatan      Rp2.421.101.201.524,28 

b. Belanja        Rp2.481.358.755.905,69  (-) 

 Defisit        Rp     60.257.554.381,41 

c. Pembiayaan  

1. Penerimaan      Rp    270.640.825.399,22 

2. Pengeluaran     Rp      52.000.000.000,00  (-) 

Pembiayaan Netto     Rp    218.640.825.399,22 

SiLPA       Rp    158.383.271.017,81 

 
Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  adalah 

sebagai berikut : 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                                  

Rp23.778.976.470,72 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan  Rp2.444.880.177.995,00 

2. Realisasi      Rp2.421.101.201.524,28 (-) 

 Selisih Lebih       Rp     23.778.976.470,72 
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b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp178.957.197.488,53 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp2.660.315.953.394,22 

2. Realisasi      Rp2.481.358.755.905,69 (-) 

Selisih Lebih        Rp   178.957.197.488,53 

c. Selisih anggaran dengan realisasi sejumlah (Rp155.178.221.017,81) dengan 

rincian sebagai berikut : 

1. Defisit Setelah Perubahan   Rp   (215.435.775.399,22) 

2. Realisasi      Rp     (60.257.554.381,41) (-) 

Selisih Lebih     Rp   (155.178.221.017,81) 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah              

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan 

 Setelah Perubahan    Rp  270.640.825.399,22 

2. Realisasi       Rp  270.640.825.399,22 (-) 

Selisih Lebih        Rp   00                    0,00 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan  sejumlah          

Rp3.205.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 

Setelah Perubahan     Rp   55.205.050.000,00 

2. Realisasi       Rp   52.000.000.000,00  (-) 

Selisih      Rp     3.205.050.000,00 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah                           

(Rp3.205.050.000,00) dengan rincian sebagai  berikut : 

1. Anggaran Pembiayaan Netto 

Setelah Perubahan    Rp  215.435.775.399,00 

2. Realisasi       Rp  218.640.825.399,22  (-) 

Selisih Lebih     Rp     (3.205.050.000,00) 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 

2017 sebagai berikut :  

a. Jumlah aset      Rp4.375.606.505.872,09 

b. Jumlah kewajiban     Rp     27.411.129.804,33 

c. Jumlah ekuitas      Rp4.348.195.376.067,76 



PARAF KOORDINASI 

SEKRETARIS DAERAH  

ASISTEN SEKDA  

KEPALA BPKAD  

KEPALA BAGIAN HUKUM  

-7- 

 

Pasal 5 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai 

berikut : 

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2017  Rp  270.573.377.153,22 

b. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi  Rp  313.584.746.690,59 

c. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Rp (425.863.618.572,00) 

d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan Rp          (59.521.954,00) 

e. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris Rp                            0,00 

f. Saldo Kas per 31 Desember 2017  Rp   270.640.825.399,22 

 

Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017, dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Jumlah Pendapatan – LO   Rp2.404.038.199.498,95 

b. Jumlah Beban     Rp2.449.657.190.443,16 

c. Defisit dari Operasi    Rp    (45.618.990.944,21) 

d. Surplus dari Non Operasional   Rp   218.640.825.399,22 

e. Pos Luar Biasa     Rp  (200.604.011.915,88)  

Defisit      Rp      27.582.177.460,87 

 

Pasal 7 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf e per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut : 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal   Rp  270.640.825.399,22 

b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan  

Pembiayaan Tahun Berjalan   Rp  270.640.825.399,22  (-) 

Selisih               Rp                           0,00  

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp  158.383.271.017,81 (+) 

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir   Rp  158.383.271.017,81 
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Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 

f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017, dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Ekuitas Awal      Rp4.560.831.526.261,05 

b. Defisit – LO      Rp    (27.582.177.460,87) 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Rp    (38.830.981.567,61) 

d. RK – PPKD      Rp  (252.984.723.905,22) (+) 

e. Ekuitas Akhir      Rp4.348.195.376.068,36 

 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 
Pasal 10 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini, yang terdiri dari : 

a. Lampiran   I      :    Laporan  Realisasi Anggaran; 

Lampiran   I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah dan  organisasi; 

Lampiran   I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerintahan  daerah, organisasi, pendapatan, belanja 

dan pembiayaan; 

Lampiran   I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut 

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan 

kegiatan; 

Lampiran   I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 

daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 

keuangan negara;  

b. Lampiran   II :    Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;  

c. Lampiran   III :    Laporan Operasional;  
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d. Lampiran   IV :    Laporan Perubahan Ekuitas;  

e. Lampiran   V :  Neraca; 

f.  Lampiran   VI :  Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran   VII :  Catatan atas Laporan Keuangan; 

h.  Lampiran   VIII :  Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran   IX :  Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 

j. Lampiran   X :  Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana            

                                      Bergulir; 

k. Lampiran   XI :  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

 

l. Lampiran   XII :  Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan  

                                      Pengurangan Aset Tetap Daerah 

m. Lampiran   XIII :  Daftar REkapitulasi aset Tetap; 

n. Lampiran   XIV :  Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan; 

o. Lampiran   XV :  Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

p. Lampiran   XVI :  Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q. Lampiran   XVII :  Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran   XVIII :  Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran   XIX :  Daftar kegiatan – kegiatan    yang   belum     diselesaikan  

                                      sampai akhir tahun dan    dianggarkan    kembali  dalam  

                                      tahun anggaran berikutnya; dan 

t. Lampiran   XX :  Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ 

                                      Perusahaan Daerah.   

  

Pasal 11 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 
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Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. 

Ditetapkan  di  Rangkasbitung 

pada tanggal 28 Agustus 2017 

   

BUPATI LEBAK, 

 

Ttd  
 

 
ITI OCTAVIA JAYABAYA 

 

 

Diundangkan di Rangkasbitung 

pada tanggal 28 Agustus 2017  

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, 

 
                  
   Ttd   

 
                 DEDE JAELANI 

 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 6 

 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN :                     

(  7, 24/2018 ). 

 
 
 

 


